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RINGKASA1'i 

PERLlNDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENlNGKATAN PEMAHAMAN DAN 
KESADARAN PENClPTA KARYA SEN! TRADISIONAL ATAS HAK CIPTANYA 
(Oianto AI Imron, Mas Rahmah, Suparto Wijoyo, Fill Junita, Ellyne Dwi Puspasari, 
2000, 32 halaman) 

Penelitiao ini dilakukan untuk menjawab permasalabao (1) Bagaimanakah perlindungan 

hukum karya seni tradisional Indonesi, (2) Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadanm pencipta karya seni tradisional alas hale ciptanya Karya seni 

tradisional Indonesia masuk dalam lingkup perlindungan hale cipta yang pengaturannya 

ada dalam Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahtm 1997 yang merupakan perubahan 

Undang-undang No.6 Tabun 1982 tentang Hale Cipta sebagaimana telah diubah dengan 

Undallg-undang No.7 Tabun 1987. DaJam peraturan perundang-undangan halt cipta 

perlindungan hak cipta meliputi pemberian hak-hak kepada pencipta baik hak-hak moral 

maupun hale-hale ekonomis, pemberian jangka waktu perlindungan yang lama, 

perlindungan hukum melalui p~rjanjian lisensi sebagai legalitas pemberian izin atau hale 

pencipta kepada orang lain, dan upaya-upaya hukum yang ditempuh pencipta dalam 

hal terjadi pelanggaran hale cipta baik upaya hukum perdata, pidana maupun upaya 

hukum administrasi negara. Sedangkan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran 

pencipta karya seni tradisional dilakukan baik melalui penyuluhan, forum diskusi, 

seminar maupun pelatihan serta melalui berbagai upaya sosialisasi Hale Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) yang salah saiu substansi dari HAKI adalah Hale cipta 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 

karya seni tradisional Indonesia dan juga untuk mengetahui upaya meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisiooal alas hale ciptanya 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Bersifut yuridis 

kareoa pendekatan dilakukan dengan melihat aspek hukumoya terutama pendekatan ioi 

clipakai untu.k .. menganalisa pesmasalahan perlindungan hukLim karya seni tradisionaJ. 
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Bersifat sosiologis karena pendekatan dilakukan dengan melihat aspek empiris yang 

ditujukan untuk menganalisa upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran peneipta 

karya seni tradisional atas bale ciptanya. Untuk menunjang JaYian tersebut digunalean 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekumler. Bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undsngan di bidang hale cipta serla informasi dari pihak-pibak yang 

terkait Sedangkan bahan bokum sekunder berupa berbagai ma.cam bahan pustaka yang 

membahas mengenai hak eipta dan karya 8em tradisional.Bahan-bahan hukum yang 

berbasil dilrumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melskukan 

perbandingan antara peratunm perundang-undangan di bidang hak cipta. Pads. akhirnya 

tujuan penelitian ini untuk meneari solusi atas pennasalahan yang dibahas. 

Hasil dclri penelitian ini berisi suatu kesimpulsn bnhwa karya seni tradisional masuk 

dalam lingkup perlindungan hak cipta yang tertuang dalam peraturan perundang­

undangan hak cipta dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya 

seni tradisional t~lah dilakukan melalui beberapa cara diaotaranya melalui seminar. 

pelatihan dan pendidikan, penyu1uhan. dan sebagainya Pada akhimya disarankan agar 

upaya peoingkatan pemahaman dan kesadaran hukum pencipta karya seni tradisional 

lebih ditingkalkan di masa mendatang agar upaya perlindungan hukum karya seoi 

tradisional yang sudah tennual dalam peraluran perundang-undangan bak eipta dapat 

dilakukan secara efektif 

(LP. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Air18ll2...,ga : 

Nomor Kontrak ~ 805IJ03.2IP0I1999 Dana Rutin 1999/2000, 1 Oktober 1999) 
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dapat menyelesaikan penelitian mengenai Perlindungan Hukum dan Upaya Peningkatan 

Pemabaman dan Kesadaran PenciptaKarya Seni Tradisional tepat pada waldu yang telah 

diteniukan. 

Penelitian mengenai masalab perlindungan hokum dan upaya peningkatan 

pemabaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional alas bak ciptanya ini terlaksana 

atas bantuan dana DIP Universitas AirlB1lg8R tabuo anggaran 199912000 yang diberikan 

berdasark-an SK. Rektor Universitas Airlangga Nomor 8402lJ03IPP/1999 pada tanggal 

20 September 1999 dengan nomor Kontrak : 805/J03.2IPGl1999 pada tangga11 Oktober 

1999. 

Peneliti meoyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak 

yang retail membantu terselesaikannya penelilian ini. 

Dengan terbatasnya dana dan waldu yang tersedia, hasil penelitian ini masih perlu 

ditindak lanjuti dengan penelitian sejenis yang lebih mendalam di masa mendatang. 

Semoga basil penelitian ini dapat bermanfaat baik b38i pihak-pihak yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

L LAT AR BELAKANG PENELITIAN 

Indones ia dengan beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan 

nilai estitika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Solo, Jambi • dll . juga 

seni ukir suku Asmat, kerajinan patung Bali, tenun ikat Sumbawa dan masih banyak 

lainnya 

Karya seni tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki 

nilai ekonomis serta yang sering tidak dihtahui bahwa di dalamnya juga terkandung 

hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta. yang 

tidak memahami bahv.'a ia memiliki hak cipta atas karya ciptaan yang dihasilkannya 

tennasuk juga pencipta karya seni tradisionaJ. Kebanyakan pencipta merasa crump puas 

jika karya trndis ional banyak di sukai banyak orang dan laleu dijual . tanpa memikirkan 

bahwa pencipta memiliki hal.: cipta yang perlu dilindungi dan eksploitasi secara ilegaJ 

oleh pihak yang tidak bemak. Sebagaj ilustrasi dapat diuraikan mengenai kejadian di Bali 

yaitu ada tw-is Belanda yang tertarilc dengan kerajinan tradisional patung kayu Bali , 

kemudian ia memesan patung kayu tersebut dalam jumlah besDr ke pencipta kerajinan 

kayu untuk dikirim ke Belanda P encipta tersebul (entu bangga karen3 kruyanya 

disenaogi, ia dapat nang banyak dan baogga basil karyanya bisa diekspor ke manea 

negara Ternyata di Belanda hasil kerajinan patung terscbut didaftarkan dangan made ;n 

Belanda Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan brena sangat ironis 

bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak j'aflg sehlyaknya moftj adi 



miliknya, padahal pencipta inihili ysmg telah berkorban baik wclctu, ten2~ pikirnn 

maupun nang untuk dapat mengbasilkan ciptaannya. 

Kalau kita telaah dalam sistem peraturan peruadang-uodangan Indonesia, karya 

sem tradisional seb. suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan Undang-undang 

Hale Cipta Dalam Undang-undang Hale Cipta No. 12 Tabun 1997 (selanjutnya disebut 

UUHC 1997) disebutkan ciptaan yang dilindungi adaIah ciptaan yang merupakan basil 

karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliaonya dalam bidang 

Hmu pengetah~ seni dan sas1ra.. Juga disebutkan bahwa pencipta yang telah 

menghasilkan ciptaan yang orisinil mempunyai hale cipta yaitu hale khusus bagi pencipta 

unluk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. maupun memberi izin untuk itu. 

Jadi untuk mendapatkan perlindungBll di bawah hale cipta, suatu ciptaan harus 

memenuhi minimal sDatu kriteria bempa karya yang orisinil atau asli dan kreati£ Hanya 

~a pennasalahannya adalah mengenai pembuktian bahwa pencipta karya seni 

tradisional adalah peocipta yang sesungguhoya Hal ini disebabkan karena dalam sistem 

Hale Cipta pendaftaran pada dasamya tidak bersifat wajib dikarenakan pendaflaran bukan 

merupakan pengakuan atas lahimya hale cipta. Hale cipta itu lahir secara otomatis 

seketika setelah ciptaan orisinil dari pencipta ada dan diwujudkan dalam bentuk yang 

khas. Karena pendaftaran tidak bersifat wajib, maka banyak pencipta termasuk juga 

pencipta karya seni tradisional yang tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya 

bisa mempersulit pembuktian secara fonnal jika timbul sengketa di kemudian hari. 

Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional yang 

mempunyai sifilt komunal biasanya bahwa suatu ciptaan yang telah dihasilkan oleh 

seseonmg akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain. 
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Sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati bak atas ciptaannya 

secara eksklusif dan monolistik atau babkan ciptaaonya itu disalahgunakan oleh auggota 

masyarakat yang lain untuk keuntungan pribadinya. daJJ. pada akhimya pencipta yang 

seharusnya berhak alas ciptaannya tidak mendapat basil spa-spa dari jerih payahnya 

Dari urman di atas terlihat bahwa pokok permasalaban terletak pada tingkat 

pemabaman dan kesadaran pencipta alas bak ciptanYB:, sehingga menimbulkan kendala 

bagi pencipta untuk memiliki hak cipta secara eksldusif dan melindungi hak tersebut 

dari pelanggaran hale oleh pihak lain. 

Untuk ito daJam penelitian ini akan diteliti masalah yang berkaitan dP.ngan 

perlindungan huk-um karya seni tradisional serta upaya-upaya meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya guna mengbindari 

eksploitasi oleh pihak lain yang tidak berhak. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan 

adanya penghargaan terhadap pencipta karya seni tradisional melalui peroleban dan 

pemilikan haknya ~cara layak dan lebih lanj ut akan berdampak lebih luas bagi 

penghargaan karya seni tradisional di dunia internasional. Untuk itu jangan sampai 

terulang lagi peristiwa Batik Solo yang merupakan karya seni batik asli Indonesia ditolak 

pendaftanmnya di Jenewa karena terlebih dahulu didaftarkan oleh Malaysia. 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Jatar beJakang pemikiran di atas, permasalahan yang akan diteliti 

adaJah sebagai berikut: 

a Bagaimanakah upaya perlindungan hukum karya seni tradisionallndonesia ? 
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b. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan tingkat pemabaman dan kesadaran 

pencipta karya seni tradisional atas bak cip~y~? .. __ 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. PBNGERTIAN DAN JENIS KARYA SENITRADISIONAL 

Menurut basil penelitian dari Lembaga Dmu Pengelahuan Indonesia (LIP!) karya 

sem tradisional diartikan sebagai pemyataan ekspresi estetika bangsa Indonesia yang 

khas dan asti yang secara sosial dipantuJkan daJam \Wjud yang nyata maupun basil 

renuogan dan kreasi bangsa baik yang bersifat komunal maupUD pribadi (LRKN-LIPl 

1997;107). 

Seni tradisional Indonesia dapat dikategorikan menjadi : 

a. seni rupa yang terdiri dan sem hlkis, sem batik, ten un ikat, sem ukir, seni pahat, seni 

pa1ung. kaligrafi. kerajinan tangan; 

b. seoi pertunjukan yang terdiri dari seni tari, seni musik (musik keraton dan musik 

rakyat)>> seni teater yang terdiri dm-i wayang (wayang orang. wayang ladit, wayaog 

golek), teater rakyat (Iudruk, leooo& ketoprak), teater melayu; 

c. seni arsitektur. 

2. KARYA SENITRADISIONAL YANG Dn.INDUNGI HAK CIPTA 

2.1. Syarat-syarat Perlindungan 

Karya seni tradisional sebagaj salah satu bentuk ciptaan dapat masuk dalam 

Jingkup perJinduogan hale cipta Hanya saja untuk dapat memiliki hak cipta harus 

dipenubi kriteria terteotu seba.gaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Cipta 

Menurut UUHC 1997 suatu ciptpan mendapat perlindungan hpk cipta apabiJa ciptaan 
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tefBebut merupakan basil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas d3D 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu.penge~~ S8ni dan sastra. 

Jadi suatu ciptaan termasuk pula karya. seni tradisional untuk mendapat 

perlindungan hale cipta harus memenuhi syarat-syarat seb. berikut : 

A ciptaan tersebut merupakan ide yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang 

khas dan dalam kesatuan yang ny~ sehingga dapat ditangkap oJeb panca indra 

seperti <lapat dilihat, diraba ~ dirasa J dibau &tau dioium dan didengar. Oleb karena itu 

suatu ide~ gagasBD atau cita-cita taDpa ada perwujudanoya tidak dapat dilindungi hak 

cipta; 

B. menunjukkan keastian atau orisinalitas yang benJrti ciptaan tersebut dihasilkan dari 

kemampuan piki~ imajinasi, kecekatan, ketrampilao &tau keahlian sena kreativitas 

pencipta yang bersifat pribadi; 

C. Ciptaan tersebut dihasilkan dalam bidang ilmu peogetahuan, seni dan sastra 

Ciptaan di bidang Hmu pengetah~ seni dan sastra yang dilindungi hak cipta secara 

tetperinci disebut dalam pasal 11 ayat (1) yaitu meliputi : 

8. B~ program komputer. pamflet, susunan perwBjahan karya tulis yang 

diterbitkan dan semua lauya tulis lainnya; 

b. Ceram~ kuliah, pidato~ oiptaan Jainnya yang diwujudkan deogan cara 

diucapkan; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d Ciptaan lagu atau musik dengan a1au lanpa feb, termasuk karawitan, rekaman 

suara; 

e. Drama, tari (koreografi), pewayan~ pantomin; 
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tersebut merupakan hasil setiap karya. pencipta dalam bentuk yang kbas dan 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu peDgetah~. Beni dan sastra. 

Jadi suatu ciptaan termasuk pula karya sem tradisional untuk mendapat 

perlindungan bale cipta hams memenuhi Byarat--syarat sebagai berikut : 

A ciptaan tersebut merupakan ide yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang 

khas dan dalam kesatuan yang ny~ sehiogga dapat ditangkap oleh panca illdra 

seperti dapat diliha~ diraba, dirasa. dibau atao dicium dan dideDgar. Oleh kareDa itu 

suatu ide~ gag&San stau cita-cita tanpa ada perwujudaonya tidak dapat dilindungi hak 

cipta; 

B. menuojukkan keaslian atau orisinalitas yang berarti ciptaan tersebut dibasilkan dari 

kemampuan pikinm, imajinasi:- kecekat~ ketrampi181l &tau keahliao serta kreativitas 

pencipta yang bersifat pribadi; 

C. Ciptaan tersebut dibasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

Ciptaan di bidang Hmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dilindungi hak cipta secara 

terperinci disebut dalam pasalll ayat (1) yaitu meliputi : 

8. BukH, program komputer, pamflet, susuoan p~ahan karya tulis yang 

diterbitkan dan semua karya tulis lainn}'-a; 

b. Ceram~ kuliab, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan earn. 

diucapkan; 

c. Alat peraga. yang dibuat untuk irepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d Ciptaan lagu atau musik dengan ata.u tanpa teks,. termasuk karawitan, rekaman 

suara; 

e. Drama, tan (koreografi), pewayangan, pantomin; 
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f. Karya pertunjukan; 

g. Karya. siaran; 

h. Sew rupa dalam segala bentuk seperti sew lukis, gamb3l", seni ukir, seni kaligrafi, 

sem pahat, sem patung, kolase, seni terapan yang berupalcerajinan tangan; 

1. Arsitektur; 

J. Seni batik; 

Ie. Fotografi; 

I. Sinematografi; 

In. Tetjemahan, taiSir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih 

wujudan. 

2.2. Prinsip-prinlip perlindllngan 

Dalam sistem perlindungan hak cipta baik itu internasional maupun nasional~ 

dapat kim temukan beberapa prinsip hale cipta yang dapat leita terapkan untuk 

menganalisa perlindungan hak cipta karya seni lradisional yaitu : 

a. Yang dilindungi oJeh hak cipta adaJah ide yang telah terwujud dan asli yang 

berarti bahwa ciptaan barus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk 

material yang lain dan bahwa ciptaan dianggap memiliki keaslian jika perwujudan 

ciptaan tersebut tidak merupakan dupJikasi atau peniruan dari ciptaan lain yang 

telah terlebih dahulu ada. 

b. Hak dpta itu labir dengan sendirinya dan secara olomatis ada sejak ciptaaan itu 

lahir. namun tentunya dengan syarat ciptaan tersebut merupakan perwujudan ide 

yang orisinil dan dibuat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 
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c. Pendaftaran ciptaan b~dIl merupakan mekanisme untuk lahirnya hak cipta dan 

tidak bersifut wajib> sehingga banyale pencipta yang tidak merasa perlu untuk 

menda.flarlcan ciptaanya Tetapi akan lebih baik jika pendaftaraan ciptaan 

dilakukan karena akan mempennudah pembuktian kepemilikan hale oleh pencipta 

dalam hal teJjadi sengketa mengenai hak cipta 

d. Ciptaan bisa diumumkan dan bisa tidak diumumka.n. Ciptaan yang tidak 

diumumkan tetap memiJiki bale cipta asalkan ciptaan tersebut merupakan suatu 

bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan basil ciptaan ito, 

mesk-pipuD demikiao akan sangat berguna jika dilakukan pengumuman dengan 

mencantumkan nama alau identitas pencipta pada ciptaan sehingga akan diketahui 

dengan pasti kapan ciptaan dan hale cipta itu ada Sedangkan untuk susunan 

perwl!iahan karya lulis (~yphographical a"angement) harus diumumkan kaTena 

hale cipta barn timbul setelah pengumuman dilakukan. 

e. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal rights) sehingga siapa saja 

yang menggunakan hak cipta orang lain tanpa ha.k atau melanggar hak cipta orang 

lain dianggap melakukan peJanggaran hukum yang diancam sanksi baik pidan~ 

perdata maupun administrasi. 

t: Hale cipta bukan merupakan hale mutlale (abso}ut) karena meskipun hak cipta 

merupakan hak khusus pencipta tetap tidak mengW"8Dgi pembatasan-pembatasan 

menurut peTaturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) UUHC 

1997). 
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J.PBNCIPTA ATAUPEMBGANG HAKCIPTA KARYASBNITRADISIONAL 

Karya seni tradisional merupakan peJWUjudan id~ dari Pencipta Menurut pasal 1 

angka 1 UUHC 1997 yang dimaksud pencipta adalah seseorang alan beberapa orang 

secara bersama-sama yang atas inspirasinya labir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan alan keahlian yang dituangkan dalam bentuk 

yang khas dan bersifat pribadi. 

Men1D1Jt Djumbana pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan 

&tau diumumkan sebagai pencipta pada sualu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar 

dalam Daftar Umum Ciptaan (Djumbana, 1997;63) 

Menurut Eddy Damian yang digolongkan pencipta adalah seseorang yang 

melahirkan sustu ciptaan untuk pertama ka1i sebingga. dia adalah orang pertama yang 

mempunyai hak cipta Yang dimaksud pencipta pertama adalah : 

a seseorang individu yang secara mandiri menjadi pencipta suatu ciptaan dengan cara 

menciptalr.an ide dan mewujudkannya secara materiil; 

b. majikan yang menyuruh pegawainya untuk bekerja penuh membuat suatu ciptaan 

berdasarkan perintab kerja; 

c. dna stau lebih orang alau barlan hukum yang mengbasilkan ciptsan yang asH. 

Mengetabui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan sangat penting 

karena hal ini berkaitan dengan : 

a. hak-hak yang dimiliki pencipta pertama sangat beroeda dengan bak-hak pencipta 

lainnya; 

h. masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama lebih lama; 
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c. pengirlentifikasian pencipta pertama me:rupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran 

ciptaan meskipun pendaftaran tidak mutlak barns diJakukan (Eddy Damian, 1999; 

127). 

Pencipta karya seni tradisional tersebut dapat mengekspoitasi ciptaannya baik 

untuk dirinya sendiri maupun memben1can jzin kepada orang lain untuk mengambil 

manfaat dan ciptaan tersebut Pencipta dan orang yang mendapat izin atau mendapat 

hale dari pencipta menurut pasal 1 80gb 3 disebut dengan istilab perne gang hak cipta. 

Pencipta &tau Pemegang hale cipta. karya seni tradisional dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

a Untuk karya seni tradisional yang sudah jelas siapa penciptanya, mal-a pemegang 

hale cipta adalsh pencipta y&Jlg jelas-jelas telah menghasiJkan ciptaan tersebUL 

Pencipta karya seni tradisional bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang 

secara bersama-sama menghasilkan karya seni tersebut atau juga badan hukum. 

b. Untuk karyaseni tradision&l yang tidak diketahui siapa penciptaraya, maka pasal 10 A 

UUHC 1997 menetapkan: 

apabila sumu ciptaan tidak diketahui penciplanya don ciptaan tersebut beluDl 

diterbitkan, maka negara memegang hale cipta alas ciptaan tersebut untuk 

kepentingan penciptanya. 

spabila ciptaan tidak diketahui penciptanya, alau pada ciptaan tersebut hanya 

tertera nama samaran pencipta, maka penerbit yan memegang hale cipta alas 

ciptaan itn uniuk kepentingan puncipta. 

Penggunaan redaksi "untuk kepentingan penciptanylt' yang dipakai dalam pasal lOA 

tersebut mengandun~ maksud bahwa negara stan penerbit yang memegang hale cipta 
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akan menyerahkan hak cipta tersebut kepada seseorang yang di kemudian hari dapat 

membuktikan secara sah di muka pengadilau sebagai pencipta dari ciptaan yang tidak 

diketahui penciptanya 

Pemegang bale cipta secara lebih terperinci lagi diafur dalam Undang-undang 

Hale Cipta No. 7 Tabun 1987 yang menetapkan ketentuan sebagai berikot : 

a Pada ceramah yang tidak tertuJis, dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptany~ 

maka orang yang ben:eramah dianggap sebagai pencip~ kecuali terbkti sebaJiknya 

(pasal 5 ayat (2». 

b. Jika ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau 

leb~ ma1.ra yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin atau 

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut, alau jika tidak ada orang it~ orang 

yang menghimpunnya, dengan tidak menglD"3Dgi hak cipta masing-masing atas 

bagian ciptaannya (pasaJ 6). 

c. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di 

bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka pencipta 

adalah orang yang mernncang ciptaan itu (pasaJ 7). 

d Jilea suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dines dengan pihak lain daJam lingkungan 

pekerjaanny~ maka pihak yang untuk dan daJam dinasnya ciptaan itu dikerjakan 

adalah pemegang hal< cipta,kecuali ada perjsnjian lain antara kedua pihsk dengan 

tidak mengw-angi hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan 

itu diperluas ke luar hubungan dinas (pasal 8 ayat (1». 
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e. Jika ciptaan dibuat daJam bubungan kerja dcngan pihak lain daJam lingkungan 

pekeJjaann~a, maka pihak yang membuat karya cipta terscbut itu sebagai pemcgang 

hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antarn kedua pibak ( pasal 8 aylll (2)). 

( Jika suatu badan mengumumkan bahwa ciptaan berasa} dari badan hukum lersebut 

dengan tidak me nyebut seseonmg sebagai pencipta, maka badan hukum tersebul 

diallg,gap sebagai penciplanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya (pasaJ 9). 

g. Negara mcmcgang bak cipta atas karya peninggaJan prascjarnh. sojarah <L1fl bonda 

budaya oas ionallainnya (pasal 10 aylll (I)). 

h. Negara merne.gang bak cipta alas ciptaan hasil kebudayaan rnkyal yang menjadi milik 

bersama, j ika berhubungan dengan pihak lu .. negeri (pasal 10 .pt (2b)). 

I. Apabila suntu ciptaan sarnn sekal i ti dak dike lahui sinpa pc.nciptanya, Olllka negarn 

memegang hal;: c ipta alas ciplaan tersebut kecualj ternuk ti sebaliknya (pasal lO A). 

\ 
II-..... 

, 

L 
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BAB III 

TUJUAN DAN l\-fANFAAT PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum kmya seni tradisional dan juga untuk mengetahuai upaya meningkatkan 

pemahwnan dan kesadaran pencipta karya seni tradisional alas hak ciptanya 

2. MANFAAT PENELITl4.N 

HasH penelitiaJl ini dibarapkan dapat dimanfaatkan oleh pencipta karya senj 

tradisionaJ sebagai pengetahuaD untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

mengenai hak cipta karya seninya Di samping itu juga dapat digunakan oleh 

Pemerintah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum karya seni 

tradisional dan bagi pencipta dijadikran sebagai acuan dalam melakukan upaya 

melindungi hale ciptanya dari ekspJoitasi ilegal oleh pihak lain yang tidak berhak . Dan 

yang utama, hasil peneJitian ini dapat digunakan sebagai baban Pt'staka dalam 

mempelajari bak cipta di Indonesia 

13 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalab ditinjau dari aspek hulrumnya 

yang ditujukan untuk menganalisa masalah perJindungan hukum karya seni tradisional 

menurut ketentuan nonnatifnya Pendekatan sosiologis adalah pendekatan masalah yang 

beranjak pada aspek empiris uotuk menganalisa permasalahan mengenai upaya 

peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradi 

sional atas hal< ciptanya 

Untuk menunjang kajian tersebu~ sumber data yang dipergunakan terdiri dad 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer diperoleb dari 

peratw"an perundang-undangan di bidang hale cipta serta infonnasi dari pihak-pibak yang 

temail Sedangkan bahan hukum sekunder dipergunakan sebagai ballan penunjang yang 

berupa berbagai macam baban puslaka yang membahas mengenai hak cipta dan karya 

seni tradisional. 

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pihak terkait 

baik secas'a terstruktw- maupun tidak dan dilakukan peneJaahan peraturasl perundang­

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteJiti, sedangkan bahan hnkum 

sekunder dikumpulkan dengan stum kepustakaan ,Terhadap bahan-bahan hukum yang 

berbasil dikumpulkan akan dianaHsis secara kualitatit: artinya dilakukan analisa dengan 

melakukan perbandingan antara per-muran perundang-undangan di bidang hak cipta 
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Pada akhimya tujuan analisR tersebut unruk mE'ncari solusi dan pennasalah3I1 yang 

dibahas. 
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BAB V 

HASIL DAN PEl\-IBAHASAN 

1. PERLINDUNGAN KARYA SENI TRADISIONAL 

Terhadap permasalahan perlindungan kaIya seni tradisionaI dapat dikemukakan 

analisa sebagai berikut : 

1.1. Pemberian Hak-hak kepada Pencipta 

Pencipta mempunyai hale yang dinamakan hak-hak moral (moral rights) dall hale­

hak ekonomi (economic rights). Hale moral adalah hak pencipta untuk mengklaim 

sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap 

setiap perbuatan yang bermaksud mengubah. mengnrangi, atau menambah keaslian 

ciptaan yang dapat mengganggu kepentingan dan reputasi pencipta (Eddy Damian. 

1999;62) serta merupakan hak yang kekal, tidak dapat dlalihkan dan selalu melekat pada 

pencipta atas kmya ciptaannya (Djumhana, 1997;72). Hak moral itu meliputi 4 hal yaitu 

; hak yang melarang melakukan perubahan isi ciptaan, judul cip~ nama pencipta dan 

larangan melakukan perubahan ciptaan. 

Hale ekonomi adalah hale yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan 

atau mengeksploitasi ciptaannya. Eksploitasi ciptaan dapat dilakukan oleh pencipta 

sendiri atau dialihkan kepada orang lain melalui pewarisan,. hib~ wasiat ~ perjanjian dan 

dijadikan milik negam. Hak ekonomi ini secara. garis besm- terdiri dan hak untuk 

mengumumkan dan hak untuk memperbanyak,. namun secara terperinci dapat 

dikategorikan menjadi -: . 

a. bal< untuk munterjemahkan; 
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b. hak .penampilan (peT[omzance right) yang berupa hak memertunjukkan dan 

meiIdeklamasi di muka umum ; 

c. hak penyiaran (broadcast right) ; 

d. hak reproduksi atau penggandaan dengan cara dan bentuk perwqiudan apapun; 

e. hale membuat arrangements dan adaptasi (adaptations) dari suatu ciptaan ; 

f hale distribusi atau Olenyebarkao hasil ciptaan kepada Olasyarakat 

g. hak penyewaan (rental right); 

h. hak untuk mengalihkan hak cipta kepada orang lain baik secara. hi bah; pewarisan,. 

wasiat &tau perjanjianlmemberi tisensi. 

Meskipun pencipta mempunyai bale eksklusif atas ciptaanny~ hukum hale cipta 

memperkenank311 sese orang mengekspIoitasi sumu ciptaan tanpa izin pencipta asaJkan 

digunakan dalam batas-batas yang W~3T (fair use/fair dealing» dengan syarat 

sumbernya harns disebut dan dicantumkan serta tidak digunakan untuk tujuan komersial. 

Dalam UUHC 1997 hal ini diatur dalam pasaJ 14 : 

Deugan syarat bahwa suOlbenlya ha111S disebut stau dicantumkwl maka tidak dianggap 
sebagai pelanggaran bale cipta : 
a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendjdi~ penelitian. penulisan 

karya ilmiah, penyusunatllaporan, penuJisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wl!iar bagi pencipta 

b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sehagian guna keperluan 
pembelaan di daJam dan di luar pengadilan. 

c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan : 
1. ceramah yang samata-mata untuk tujuan pendidilcan dan ilmu pengetahuan; 
2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya dengan ketentuan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta 
d. Perbanyakan sustu ciptaan bidatlg ilmu pengetahuatl, seui dan sasb-a daJWll hW'Uf 

braile guna keperluan tuna ne~ kecuali jika perbanyakan itu bersifhl komersial 
e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan carn. atau 

alat apapUD stau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu 
pengetahuan stau pendidikan dan pusst dokumentasi yang non komersial. semata­
mata untuk keperJusn aktivitasnya; 
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f Perubahan yang dilakukan alas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan 
penirnbangan pelaksamlan teknis; 

g. Pembuaian salman cadangan atau program komputer oleh pemilik program komputer 
yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 

1.2. Jangb waktu Perlindun:an 

Undang-undang Hak Cipta 1997 mengatur jangka waktu perlindungan hale cipta 

daIam pasa! 26 dan pasa! 27 yang secara saris hesar membedakan dalam tiga kategori 

jangka waktu perlindungan hukum hak cipta ( Eddy Damian. 1999;181-182 ). 

Kategori pertama adalsh ciptaan yang sifatnya asH atau orisioiJ. jangka waktu 

perlindungan hukum diberikan untuk selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun 

setelah pencipta meninggal untuk ciptaan-ciptaan : 

n. buku, pamfle~ dan semua basil karya tulis lainnya; 

b. ce~ kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkao dengan cara diucapkan; 

c. a1at peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmll pengetahuan; 

d ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan; 

e. ~ tan (koreografi), pewayan~ pantomin; 

f seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis. gambar, seni ukir, sani kaligrafi. 

seni pahat, seni patun& kolase. seni terapan yang berupa keraj inan tangan; 

g. arsitektur; 

h. peta; 

1. seni batik; 

J. teIjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan Irorya Jainnya dari hasil 

pengalihwujudan (pasa! 26 ayat (1». 

18 



Jika ciptaan-ciptaan di atas dimiliki oleh dua orang atau lebih. hal<: cipta berlaku 

selama hidup pencipta terlama bidupnya dan berlangsuog hingga 50 talmn setelah 

pencipta yang terlama hidupnya tecsebut meninggaJ dunia 

Apabila ciplaan-ciptaan tersebut di atas dimiJiki badan hukum, hak cipta berlaJcu 

hanya 50 tahun sejak pertama kaH diumumkan. 

Kateguri kedua adaJah ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (derivatif), jangka 

waldu perlindungan bukum bak cipta banya berlangsung 50 tahun untuk orang­

perorangan maupun badan hUkum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kaJi diumumkan. 

Jangb waktu ioi diberikan uotuk ciptaan-ciptaan : 

a program komputer, 

h. sillematografi; 

c. rekaman suam; 

d karya pertunjuklUl; 

e. karyasiaran (Pasal 27 ayat (1» 
Kategori ketiga yang merupakan ketentuan khusus yang terdapai daJam pas~ 27 

ayat 2A (a» meoetapkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang kurang dari 

.sO tabun yaitu hanya 25 rabun sejakpertar1'2a kali aiwilumkall untuk ciptaan-ciptaan : 

a. fotografi 

b. susunan perwajahan karya tulis yang diterbitka., sebagai buku . 

1.3 Perjanjian LiseDsi 

Mekanisme lain perlindungan hukum adaIah melalui perjanjian lisensi. Perjanjian 

lisosi ini pada dasarnya hanya bersifat pemberian iziD atau hak pencipta yang dituangkan 
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dalam akta peJjanjian untuk jangka. waktu tertentu dengan ~ tertentu guna 

menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta (penjeJasan pasa! 

38 A UUHC 1997). Deogan adanya penjanjian lisensi ini maka penggunaan hak-bak 

ekonomis dari peocipta oleh orang lain dapat dipertanggungjawabkan secara hokum dan 

penghargaan kepada pencipta diberikan secara legalitas melalui perjanjian lisensi 

tel'sebut 

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta agar dapat mempunyai 

akibat hukum bagi pihak ketig~ perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak 

eipta (pasal 38 e ayat (2) UUHe 1997) dan untuk dapat dicatatkan secara sah, 

ditetapkan dalam pasa! 38 C ayat (3) UUHe 1997 bahwa petjanjian lisensi dilanmg 

memuat keterangan ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapt 

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia (pasal 38 ayat (1) UUHC 

1997). 

1.4. Upaya dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak Cipta 

Pelanggaran terhadap hak cipta binsanya berkisar pada perbuatao : 

a. Dengan sen8t\ia dan tanpa hak mengumnmk~ memperbanyak atan membari izin 

untuk itu; 

b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan stan mel!iual kepada umum suatu 

ciptaan atau barang basil pelanggaran hale cipta 

Namun terdapat perkecualiall dalam hal pengumnman, perbanyakan yang tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hale cipta yaitu : 
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1. Pengumuraan dan perbanyakan dari lambang negaru, lagu keb~gsaan dan sesuatu 

yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah maupun pengutipan baik seluruh 

maupun sebagian berita dengan mencantumkan sumbernya secara lengkap. 

2. Bila disebutkan dengan jelas sumbemya maka tidak dianggap sebagai pelanggaran 

hak cipia yaitu : 

a Penggunaan ciptaan unluk keperluaJl pelldidikall,. penelitian,. penyusuanan karya 

ilmiah. laponBlt kritik dan tinjauan suatu masalah~ 

b. Untuk pembelaan di dalam dan di IUaf pengadilan; 

c. Untuk keperluan ceramah untuk tujuau pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d Untuk keperluan pertunjukan dan pementasan yang tidak memungut biaya~ 

e. Untuk keperluan tunanetra yang tidak bersifat komersial; 

£ Perbanyakan yang terbatas dan tidak bersifat komersial oleh perpustakan umum. 

lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan serta pusat dokumentasi; 

g. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis; 

h. Pembualan salin3I1 cadangan program komputer oleh pemilik program yang 

semaia-mala untuk digunakan sendiri. 

Terbadap pelanggaran hale cipta atas kmya seni tradisional dapat ditempuh upaya 

hukum melalui hukum penta~ pidana. maupun melalui hukum administrasi negara. 

A lvfelalui Jaiw' Perdata 

Undang-undang Hak Cipta 1997 mengatur hak dan wewenang menggugat secara 

perdata pelanggaran alas hale-hale pencipta baik hak·hak moral mauputl bale·hale 

ekonomis. Hak dan wewenang menggugat pelanggaran hak - hak moral pencipta diatur 

dalam pas~ 41 yang berisi ketelltuan : 
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Pauyerahan Hak Cipta alas t;duruh cipWm kep::da seseorang ainu badaP lain tirlak 

mengurangi hak Pencipta atau abli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa 

persetujuan : 

B- meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan ito; 

b. mengubah nama pencipta pada ciptaannya; 

c. mengganti atau lUengubahjudul ciptaan; 

d menggubah isi ciptaan. 

Ketentuan pasal41 merupakan konsekwensi dari ketentuan pasal 24 yang menetapkan : 

a menuntut nama pencipta untuk tetap dicantumkan dalam ciptaannya; 
b. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan 

pencipta atau abli warisnya; 
c. meskipun hale cipta telah diserahkan kepada orang lain, "leiama pencipta rnasih hidup 

diperJukan persetujuan dari penciptaatau ahIi warisnya untukperubahan tersebul 

Sedangkan hak dan kewenangan menggugat pelanggaran hak-haI< ekonomi 

pencipta diatur dalam pasal 42 yang menetapkan ketentuan sebagai berikut : 

(1) Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengaditsn 

Negeri atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang 

diumumkan dan basil perbanyakannya 

(2) Dalam hal lerdapat gugatan unluk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dlam 

ayat (1) hakim OOpal mernerintahkan bahwa penyerahan itu bam dilaksanakan 

setelah pemegang hal< cipta membayar sejumlBh oilai beoda yang diserahkan kepada 

pihak yang beritikad baik. 

(3) Pemegang hak cipta juga berhak untuk merninta kepada Pengadilan Negeri agar 

memenntahkan penyerahan seluruh atau sebagaian penghasilan yang diperoleh dari 

penyelenggaraan ceramah atau pertemuan ilmiah lainnya &tau pertunjukan atau 
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pameran kaJ}'3 yang men .. pa!~~n haGil p:::lar.ggaran hak cipta ala:.J rJCflgan 1!l:!langgar 

hak cipta tersebut 

(4) Untuk meneegab kerugian yang lebib beslI!" pada pihak yang haknya dilanggar, hakim 

dapat memerintahkan pelanggar uotuk meogheotikan kegiatan pembuaJ.an.. 

perbanyakan, penyiaran, peogedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang 

merupakan hasil pelallg,garan hale cipta. 

BerdC'lsarkan keputusan pengadihm. barang-barang atau ciptaan yang merupakan 

hasil pelanggaran hak eipla menW1llpasal45 UUHC 1997 dapal: 

a dirampas uotuk Negara uotuk dimusnahkan; at31l 

b. diserahkan kepada pemegang hak cipta sepanjang pemegang hak cipta yang 

bersungkutan telah mengajukan gugatan perdnta atas pelanggarnn hak cipta tersebut 

berdC'lSarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42. 

B. A1e!a!w Ja/ur Pidana \ 
I 

t' 

Meskipuo pemegang hak cipta dapat meogajukan sugafan ganti rugl secara 

perdata kepada pihak yang dianggap lIleJanggm· halmya, namlln gugatan ini tidak 

mengurangi hak negara untuk m~lakuk-an tuntutan pidana alas pelanggarnn hak cipta. Hal 

ini disebabkan.karena pelanggaran hak cipta tidak hanya menagikan pemegang hak cipla 

(ctapi juga negarR yang tidak me ndapatkan pajak ruas barang-barnng hasil pelanggaran 

hak cipla tersebut. 

Sebagai salah satu upaya mellangkal pelanggaran hak cipta,. undang-undang 

memberikan ancaman pidana yang bera!. Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut 

dapa! k;la Uhat dalam pnsal 44 UUHC No.7 Tabun 1987 berupa: 
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a. cmJk8i pidana 7 (tttiuh ) tahUll dan 2tau denda paling banyak 100 (sera1us) juta 

rupiah bagi yang sengaja dan atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaan mau memberi izin untuk itu. 

b. sanksi pidana 5 (lima.> tabun dan atau denda paling banyak 50 (lima pUluh) .iuta 

rupiah bagi yang deogan sengaja menyiarkan, memamerkan atau mengedarkan atcru 

melljual kepada umum auatu ciptaan atau barallg hasil pelanggaran hak cipta 

c. sanksi pi dana 3 (tiga) tabun dan atau denda 25 (duapuluh lima) juta rupiah bagi yang 

sengqja meJangga.- Jarangn pemerintah mengumumkan hasil ciptaannya 

d. sanksi pidana 2 (dua) tallUD dan man denda 15 (lima betas) juta rupiah bagi pemegang 

hak cipta yang mengumumkan dan memperbanyak ciptaan potret tanpa seizin yang 

dipotretnya 

Tindak pidana pelanggaran hak cipta semula merupakan delik aduan, namun 

dengan undang-undang hak cipta yang barn dirubah menjadi delik· biasa Alasan 

perubahan ini di~arkan pada asumsi bahwa delik aduan lebih tepat ontuk pelanggaran 

terhadap kehormatan dan martabat seperti penghinaan atau pemerkos~ sehingga 

kurang tepat bila diterapkan pada pelanggaran bak cipta yang lebih berdarnpak ekonomi 

dan sosial. 

Tindak pidana pelanggaran hak cipta yang diJakukan badan hukum menyebabkan 

pembebanan tanggung jawab pada pengurus badan hukum yang diduga mela1cukan 

tindakan pelanggaran hale cipta tersebut. 

Agar dapat menangani substansi pelanggaran hak cipta secara tepat, proses 

penyidikan terhadap pelanggaran hale cipta dilakukan oleh Penyidik Pelanggaran Hale 

Cipta yang .dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (t>PNS) di lingkungan 
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Departemen Kehakiman yaitu PPNS Hak Cipta tingkat Kauwil dan PPNS Hak Cipta 

tingkat nasional (pPNS oi lingkungan Dirjen HAKI Departemen Kehakiman). Hasil dari 

penyidikan PPNS Hak Cipta akan diserahkan kepada. Penuntut umum dan Penyidik 

Kepolisian. 

C. lvfeltllui JaJuJ' Administl'asi Negara 

Bita teJjadi pelanggaran hak cipta umumnya dan pelanggaran hal< cipta kaIya. seni 

tradisional, negara bisa melindungi pemegang hak cipta yang sah melalui kewenangan 

administrasi negara terutama melalui kewenangan di bidang Kepabeanan. 

Peraturan yang mengatur kewenangan kepabeanan ini adalah Undang-undang 

No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanall khususnya Bah X yang berisi Larangan 

Pembatasan Impor atau Ekspor serta Penggendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil 

PeIanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan .,elaksana kewenangan ini 

adalah Bea dan Cukai yang mempunyai kewenangan terbatas pada barang impor dan 

ekspor yang diduga merupakan basil pelanggaran alas Hale cipta seseorang, berupa 

penangguhan barang impor stau ekpor yang diduga basil pelanggaran bak cipta tersebut 

Kewenangan Bea dan Cukai bersifBt pasif karena kewenangaD tenebut hanya 

dilaksanakan apabiJa pemegang hak cipta menP.jukan pennohonan kepada pengadilan 

negeri setempat, yang daerah bukumnya meliputi wilayah kepabeanan tempat kegistan 

ekspor &tau impor itu berlangsung, untuk mengeluarlam perintah tertulis yang ditujukan 

kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menanggubkan sementara. waktu pengeluarao 

baraog impor atau ekspor dari kawas8ll kepabeanan yang berdasarkao bukti yang cukup 
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diduga merupakan ha<;;i) pelanggaran hak cipta (pasal 54 Undang-undang No. 10 Tallun 

1995). 

Pennohonan pengajuan penangguhan barang hasil pelanggaran hak cipta wajib 

disertai : 

a Bukti yang cukup mengenai pe)anggaran hak cipta yang bersangkutan; 

b. Bukti kepemilikan yang Sall hak cipta; 

c. Perincian yang jelas mengenai barang lmpor at.au ekspor yang dimintakan 

penangguhan agar pejabat Bea dan Cukai dapat mengenalinya dengan cepa!; 

d. Jaminan. 

Dengan adanya perintah penangguhan tersebut Pejabat Bea dan Cukai hams 

memberitahukan secara tertulis kepada importir~ eksportir a1au pemiJik barang tentang 

perintah penangguhan tersebut 

Penangguhan pengeluaran barang tidak berlaku untuk barang bawaan penumpang, 

awak pengangkut, peJintas batas ata.u barang kiriman melalui pos stan jasa titipan yang 

tidak bertujuan komersial. 

Jangka waktu penangguhan adalah paling lama 10 (sepulub) bari keIja dan dapat 

diperpanjang satu kali untuk sepulub bari kelja dengan syarat apabila ada alasan untuk 

itu dan menyertakan perpanjanganjaminan (Djumhana, 1997: 98) 

3. UPAYA PENINGKATAN PEMABAMAN DAN KESADARAN PENCIPTA 
KARYA SENI TRADISIONAL ATAS HAK CIPTANYA 

Adanya fakta di masyarakat yang menunjukkan fendalmya pemahaman pencipta 

karya sani tradisional mengenai bale cipta dan rendahnya kesadanm pencipta untuk 

melindungi katya t:iptauya dari ekploitasi pihak lain serta kurangnya kesltdanm untuk 
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melldapatkan kepastian hukum hak cipt3nya melaJui upaya pendaftaran meskipun 

pendaflaran hak cipta tidak bersifat w~iib (Eddy Damian, 1999:190), mengakibatkan 

munculnya pemikiran untuk mencari solus; bagaimana meningkatkan kesadanm dan 

pemahaman pencipta karya seni fradisional mas hak ciptanya. 

Secara umum pemerintah mempunyai prioritas untuk meningkatkan 

pemaJl3JU3Jl dan kesadaran hukum masyarakat mengellai Hak Atas Kekayaan Illtelektual 

(HAKI) melalui beberapa upaya. Menumt Tim Keppes 34, upaya pemerintah tersebut 

selain melalui forum penyuluhan, diskusi dan seminar, ditempuh pula upaya sfrBtegis 

dengan mendorong pergW'uan tinggi untuk meng~arkall HAKI seb~ bagian 

pengetahuan yang bam dan penting uotuk di;garkan guoa mempersiapt..."3D para lulusan 

pergW1lWl tinggi memHiki bekal pengetahuan teDtang HAKI yang nantinya akan 

ditularkan kepada masyarakat tempat lulusan tersebut akan terjun dan beraktivitas. 

Upaya konkrit lain yang dilakukan adaJah melaJui penyeleJiggaraan pelatihan terutama 

yang dipusatkan di Universitas Indonesia untuk ka\~asan barat dan di Universitas 

Airlangga untuk kawasan timur Indonesia Di Universitas Airlangga pelatihan HAKI 

diselenggarlcan atas bantuan Pemerintah Australia dan sudah berlangsung untuk 4 

angkatan sampai dengan Februari 1998, bahkan beberapa dosen dan praktisi dari 

berbagai bidang asal Indonesia dikirim ke Australia guna mendapat pelatihan HAKI atas 

bantuan Pemerintah Australia. 

Tim Keppres 34 itu sendiri merupak:an tim yang dibeotuk untuk membeoahi 

ketentuan-ketentuan HAKI dan mengkoordinir keterpaduan gerak dan langkah dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran eli bidang HAKl Tim Keppres 34 

ini yang membidRni beberepa peJatihan-peJatihan gtL'18 meoyamakan persepsi. 
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meningkatkall pemahaman dan keb'ampilwl penegak hukum maupun kalangan 

masyarakat lain dalam menauAAapi masalah HAKI. 

Selain pembentukan Tim Keppres 34 tersebut, lebih khusus lagi seC3f3 

kelembagaan Pemerintah membentuk juga Dewan Hak Cipta yang dimaksudkan untuk 

membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan 

Hale Cipta. Dewwl Hak Cipta ini mempunyai fungsi, diantaranya : 

a. Membantu pemerintall daJam penyiapan dan pengo laban bahan-bahan yang 

diperlukan baik daJam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai 

hak cipta maupun mel11muskan kebijaksanaan pemerintah tentang tindakan atan 

langkah-Ingkah yang diperlukan daJam usaba memberikan perlindungan hak cipta 

b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepadaPresiden baik diminta maupun tidak 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta 

c. Memberikan pertimb3llgan dan pendapat mengen31 hak cipta alas permintaan 

pengadilan atau instansi pemerintah lainnya 

d. Memberikan pertimbangan dan pendapal kepada pencipta dan masyarakaf mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan hale cipta 

e. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan stas 

pennintaan para pihak yang berselisih. 

Selain upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sebagaimana diuraikan di atas. 

terdapat beberapa upaya yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat untuk 

meningkatkan pemahaman tentang HAKI seperti pemhentukan Perhimpunan Masyarakat 

HAKl (Indonesia Intellectual Property Society - disingkat IIPS) yang mempunyai motto 

"menyebarluaskan pemabaman HAKI menuju mayarakat Indones!a yang inovatif dan 
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kreOOf'. Kegiatan untuk menyebarluaBkan pemaharnatt HAKI oleh lIPS dilakukan atttara 

lain melalui kegiatan pendidikan dan Iatihan yang pada tab un 1999 dilakukan Diktat 

HAKI di Mabes Poid dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparnt penegak hukuru 

terutama Potri dalam menangani petanggaran HAKI termasuk pelanggaran Hale Cipta 

Selain itu diterbith'81l butetin HAK! yang ditujukan sebagai referensi bagi pemerhati dan 

pihak yang berkepentingall d~llgall HAKI. Juga dBakukan seminar dan simposiom 

sebagai upaya melakukan sosialisasi HAKl Seminar yang berbubungan dengan karya 

seni tradisional Indonesia adalah Serial Seminar Seni PeIiunjukan Indonesia yang 

diadakan di Solo pada tanggaJ 19 sampai den.~an 20 Februari 1999. Seminar yang juga 

mengetcngahkan senirnan seperti Ki Dalang Sumartono ini menghasilkan kesimpuian 

ten tang Dlasih rendahnya tingkat kesadaran akan perlindungan karya seni tradisional dari 

sisi paraseniman dan ditegaskan pula bahwa belum terciptanya iklim yang kondusifbagi 

perlindungan karya seni tradisipnal bukan banya disebabkan instrumen perlindungan 

yang kurang tetapi terutama juga karena kesadarall pelaku seni yang masih kurang 

sehinggR perlu dilakukan upaya yang lebih intensif meningkaikan pemahaman dan 

kesadaran pencipta karya sani tradisional. 
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1. KESIMPULAN 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian di atas • maka dapat kita uraikan kesimpulan sebagai berikut : 

A. Bahwa perlindungan hukum karya seni tradisional masuk dalam lingkup 

perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam uDdang·undang Hale Cipta 

Perlindungan hukum ini secara garis besar meliputi: pemberian hak-hak kepada 

pencipta baik hak·hak moral maupun hak-hak ekonomis, pemberian jangka waldu 

perlindungan hukum yang cukup lama, mekanisme perlindungan melalui perjanjian 

lisensi sebagai mekanisme pemberian izin secara legal kepada. pihak lain untuk 

memanfaatkan hak·hak pencipta dengan imbalan royalti, serta upaya·upaya hukum 

yang dapat ditempuh oJeh pencipta yang dilanggar hak ciptanya baik itu upaya 

hukum perdata,. pidana maupun upaya hukum administrasi negara dengan 

mendayagunakan Undang-undang No. 10 Tabun i995 Tentang Kepabeanan. 

B. Upaya. peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pencipta secara umum sudah 

dilakukan oleh pemerintah melalui berbasai upaya sosialisasi HAKI serta upaya 

perlindungan hukumnya seperti penyuluhan, diskusi, seminar, pelatihan HAKI di 

dalam maupun di luar negen. bahkan seCal'S. kelembagaan dibentuk Dewan Hak 

Cipta yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, 

bimbingan dan pembinaan tentang hale cipta 
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2. SARAN 

A. Meskipun perlindungan hukum karya seni tradisional sudall terakomodasi dalam 

perlindungan hale cipta yang secara legal berada dalam pengaturan undang-undang 

Hale Cipta, namun hal ini perlu didukung adanya penegakQJz hukum yang konsisten 

agar pengaturan yang sudah ada tersebut efektif mencegah dan mengantisipasi 

pelanS8arau eli bidall8 hak cipta Dellgan adanya pengatW'an hak cipta yang efektif 

tersebut menunjukkan wujud pengakuan, penghormatan dan penghargaan kepada 

pencipta yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

mencipta dan secara stimul3Jl menumbuhsuburkan kreativitas masyarakat yang 

mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang beragam, berln13lita.s serta 

bennanfaat bagi penggayaan khasanah kehidupan bangsa. Selain itn juga bahwa 

pengatm-an di hidang hak cipta perin terus ditindaldanjuti dengan peraturan 

peIaksanaan dan apabila dipandang perin dilakukan pernbahan-perubahan yang 

disesuaikan dengan tnntutan zaman. 

B. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas 

hak ciptanya semakin perin diintensifkan agar dapat dihindari eksploitasi oleh 

pihak lain yang tidak berhak. Intensivitas upaya peningkatan pemahaman dan 

kesadaran tersebut perlu dilakukan baik dari sagi kuantitit.as maupun kualitas. 
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